BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam istilah agama disebut nikah, yang memiliki arti
melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki
dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak,
dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan
suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan
ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.!

Undang-Undang Perkawinan, Pasal 1 merumuskan pengertian
perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa’’

Masalah perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan masalah
yang sangat penting, baik untuk individu maupun kelompok. Hal ini disebabkan
karena perkawinan merupakan kebutuhan alami manusia. Lebih tepatnya
kebutuhan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Hubungan seksual
ini harus diatur sedemikian rupa dan jalan satu-satunya ialah perkawinan yang

sah. Banyak dampak buruk yang akan terjadi jika hubungan seksual tidak diatur

' Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 1999),

8.



sedemikian rupa, di antaranya seks bebas dan timbulnya penyakit kelamin

seperti HIV Aids.

Perkawinan tidak terlepas dari aspek hukum yang tertuang dalam
beberapa undang-undang di Indonesia, di antaranya Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 dan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aspek
hukum dalam perkawinan diwujudkan dalam bentuk akad nikah, yakni
perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini dibuat

secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak.

Sebagaimana dalam al-Qur’an Allah telah menjelaskan dalam QS. Ar-

Ra’d : (38),
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Artinya: “Dan sungguh kami telah mengutus para Rasul dari sebelum engkau
dan kami jadikan mereka istri-istri dan keturunan dan tidak ada hak bagi
seorang Rasul mengdatangkan sesuatu ayat (mukjizat) kecuali denagn izin Allah
untuk tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”

Dalam pembagian lapangan-lapangan Hukum Islam, perkawinan

termasuk dalam lingkup muamalat, yaitu hal yang mengatur hubungan antar

2 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: CV. Nandala, 2004), 254.



manusia dalam kehidupan di dunia. Secara garis besar memiliki arti sebagai

berikut:

1. Hubungan kerumah-tanggaan dan kekeluargaan
2. Hubungan antara seseorang di luar hubungan kekeluargaan dan rumah
tangga

3. Hubungan antara bangsa dan kewarganegaraan.
Dari pembagian tersebut, perkawinan termasuk dalam poin yang pertama.’

Islam memandang dan menjadikan perkawinan sebagai basis suatu
masyarakat yang baik dan teratur. Sebab perkawinan tidak hanya dipersatukan
oleh ikatan lahir saja, melainkan juga diikat dengan ikatan batin dan jiwa.
Menurut Islam perkawinan bukan persetujuan biasa melainkan suatu persetujuan
suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau
saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah

SWT.

Perkawinan yang dilakukan oleh dua sejoli yang berbeda jenis
kelamin, merupakan salah satu upaya mahkluk guna mempersatukan perbedaan-

perbedaan di antara mereka sampai mencapai suatu sinergitas bernuansa

3 Ibid., 9.



kebulatan tekad membangun komitmen, demi mencapai suatu tujuan bersama,

yakni terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan kekal.*

Perkawinan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga, mengandung
makna bahwa mereka masing-masing sudah harus berani lepas dari orang tua
asal, untuk selanjutnya membangun rumah tangga yang mandiri, tidak
bergantung lagi pada keluarganya, khususnya ayah dan ibunya. Lewat
kemandirian pasangan suami istri itu harus menghadapi sendiri tantangan hidup
berumah tangga yang jenis dan macamnya sangat berancka ragam. Untuk
menyongsong tantangan tersebut, diperlukan kematangan jiwa raga bagi
masing-masing calon suami istri yang bersangkutan. Jiwa raga yang belum
matang, pasti amat rentan dan potensial runtuh saat menghadapi gempuran
masalah rumah tangga, lalu pada gilirannya berakibat perkawinan menjadi putus

di tengah jalan.

Di daerah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, perkawinan mudah
dijalin dan juga sangat mudah diakhiri, sehingga perceraian semakin tahun
semakin meningkat.” Pemerintah Provinsi Riau seharusnya memberikan solusi
yang terbaik untuk masalah ini, karena sebuah ikatan perkawinan tidak hanya
melibatkan dua insan saja melainkan juga melibatkan kedua keluarga laki-laki

dan perempuan.

* Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Reflika Aditama, 2016), 23.
> Mawardi Subarki, “Bupati Rohul Lounching Kursus Pra Nikah Keluarga Sakinah”,
ROHULTODAY, (14 Oktober 2015)



Ada beberapa cara yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
Riau untuk meminimalisir jumlah perkara perceraian, yakni dengan
dipersulitnya administrasi dan proses mediasinya lebih ditekankan. Tetapi dari

upaya tersebut hasilnya masih belum bisa mengurangi tingginya perceraian.’

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah terus berupaya
mempertahankan ikatan perkawinan warganya. Jika perkara perceraian sudah
diajukan ke pengadilan agama sudah pasti tingkat keberhasilan untuk rujuk itu
sangat minim sekali, sehingga pemerintah mencoba melakukan upaya
penanggulangan terjadinya perceraian. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu
dengan mengeluarkan peraturan daerah Rokan Hulu. Peraturan itu tertuang
dalam peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 tahun 2016 tentang Kursus Pra

Nikah.

Peraturan yang menjelaskan tujuan, sistem, dan materi kursus pra
nikah di Kabupaten Rokan Hulu ini diharapkan mampu meminimalisir perkara
perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama. Tujuan adanya kursus ini salah
satunya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan

berumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa

% Feri Hendrawan, “Catin Wajib Ikut Kursus”, halloriau.com, 16 Oktober 2015



rahmah, serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam

rumah tangga.’

Pria dan wanita yang sudah dipersatukan dalam tali perkawinan,
diharapkan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Oleh sebab itu, untuk
mencapai tujuan tersebut, calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan
raga pada saat akan melangsungkan perkawinan. Jika sudah matang jiwa dan
raga maka perbedaan-perbedaan yang terjadi tidak akan mempengaruhi ikatan di

8
antara mereka.

Tidak semua daerah menganjurkan kursus pra nikah, karena hal ini
belum memiliki aturan tersendiri dari pemerintah. Meskipun demikian dalam
tupoksi Kantor Urusan Agama (KUA), salah satu tugas dari BP4 ialah melayani
konsultasi masalah keluarga. Tetapi kinerja BP4 saat ini sudah semakin tidak
terlihat, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya pertengkaran tanpa
solusi dalam rumah tangga.” Melihat hal tersebut fungsi BP4 scharusnya
dimaksimalkan lagi.'" Sechubungan dengan masalah tersebut pemerintah

Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau membuat peraturan Bupati mengenai

7 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.1I/524 Tahun 2013

* Ibid., 28.

° Heri Kurniawan, S\ emenjak Sekitar Tahun 2014 Persyaratan Sertifikat Kursus Pra Nikah Sudah
Tidak Berlaku Lagi Namun BP4 Tetap Memberikan Bimbingan Pernikahan Ketika Rafak, KUA
Gayungan, 27 Agustus 2015.

10 pat oni, Tidak Ada Kursus Pra Nikah Dan Tidak Ada Bimbingan Ketika Rafak, KUA Sedati, 02 Juli
2017.



adanya kewajiban mengikuti kursus pra nikah, yaitu Peraturan Bupati No. 5

Tahun 2016 tentang Kursus Pra Nikah."'

Peraturan ini memiliki maksud dan tujuan, bahwa dalam rangka
mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di wilayah Kabupaten
Rokan Hulu, maka perlu diadakan kursus pra-nikah bagi calon pengantin/usia
nikah. Kursus pra nikah ini adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman,
keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin/usia nikah

tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.'

Penelitian ini bermaksud mengkaji kebijakan pemerintah daerah
Rokan Hulu dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Hal ini sangat
penting karena peraturan yang diterapkan oleh Bupati Rokan Hulu belum tentu
diterapkan juga di daerah lain. Sehingga aturan yang telah diterbitkan oleh
bupati perlu dianalisis. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di
atas maka penelitian ini memilih judul “Hukum Islam Terhadap Peraturan
Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kewajiban

Mengikuti Kursus Pra Nikah”.

! Peraturan Bupati Rokan Hulu No 5 Tahun 2016
'2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013



B.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diamati ada

beberapa hal-hal yang menguraikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka perceraian

2. Peraturan wajib kursus pra nikah yang belum menjadi Undang-undang di
Indonesia

3. Ketentuan wajib kursus pra nikah dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu

Nomor 5 Tahun 2016

Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya keluasan dalam pembahasan skripsi ini,
serta keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki peneliti, maka perlu
dilakukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam skripsi ini

sebagai berikut:

1. Ketentuan Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun
2016 Tentang Kursus Pra Nikah.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5

Tahun 2016 Tentang Kursus Pra Nikah.



Rumusan Masalah

1.

Bagaimana ketentuan kursus pra nikah dalam substansi Peraturan Bupati
Rokan Hulu Provinsi Riau No. 5 tahun 2016?
Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu

Provinsi Riau No. 5 tahun 2016 tentang kursus pra nikah?

Kajian Pustaka

Setelah peneliti menelusuri penelitian terdahulu yang pernah

dilakukan, ada beberapa peneliti yang menulis sebagai berikut:

1.

Karya Juniarti Harahap, yang berjudul “/mplementasi Peraturan Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.Il/542 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyelengaraan Kursus Pra Nikah’. Dalam penelitian ditemukan
bahwa pelaksanaan pendidikan pra nikah terhadap belum optimal sesuai
dengan peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam tentang
pedoman penyelenggaraan pra nikah, penyelenggaraan belum optimal
dikarenakan faktor hukum itu sendiri yang kurang tersosialisasi sehingga

tidak berjalan sesuai dengan kenyataan di masyarakat sehingga
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mengakibatkan banyaknya faktor yang menghambat pelaksanaan
pendidikan pra nikah”."?

2. Karya Siti Nur Latifah, dalam skripsinya “7injauan Hukum Islam Terhadap
Impelementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.Il/491/2009
Tentang Kurusus Calon Pengantin Sebagai Solusi untuk Mengurangi Angka
Perceraian”. Dalam penelitian Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus
Calon Pengantin belum dapat dimplementasikan sejak awal diberlakukan,
yakni 10 Desember 2009. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala
yang melatarbelakangi, yakni dana, sarana prasarana, animo masyarakat dan
waktu pelaksanaan. Sedangkan jika ditinjau dari segi hukum Islam, terdapat
korelasi karena implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus
Calon Pengantin termasuk dalam kategori maslahah mursalah dan dalam
tingkatannya termasuk maslahah hajiyyat, selain itu kursus calon pengantin
juga termasuk dalam kategori sadd azzari’ah karena kursus calon pengantin
merupakan langkah preventif yakni dengan memberikan pembekalan kepada
pasangan calon pengantin tentang tata cara menjalani rumah tangga.14

3. Karya Lailatul Siti Anisah, dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas
Suscatin Kursus Calon Pengantin atau Konseling Pranikah dalam Membentuk

Keluarga Bahagia’. Penelitian ini menunjukkan bahwa korelasi 0,724 dengan

'3 Juniarti Harahap, Tmplementasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No:
DJ.11/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelengaraan Kursus Pra Nikah”, (skripsi—UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta, 2015).

' Siti Nur Latifah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Impelementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam
Nomor: DJ.11/491/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Solusi untuk Mengurangi Angka
Perceraian”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).
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signifikasi 0,000, karena signifikasi 0,05, maka Ho ditolak dan Hi diterima.
Artinya kursus calon pengantin atau konseling pranikah efektif dalam

membentuk keluarga bahagia."

Dari kajian pustaka di atas maka belum ada yang melakukan
penelitian mengenai Perautan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau No. 5 Tahun

2016 Tentang Kursus Pra Nikah.

F. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan
masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan
diadakan penelitian ini. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh mengenai konsep
pencegahan perceraian yang diterapkan oleh Bupati Rokan Hulu.
Pencegahan itu diterapkan dalam bentuk peraturan Bupati Rokan Hulu
Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 tentang kursus pra nikah. Tujuan
lainnya yakni mengurangi kenakalan pada remaja yang ditimbulkan dari

keluarga broken home serta membentuk keluarga yang bahagia.

' Lailatul Siti Anisah, “Efektivitas Suscatin Kursus Calon Pengantin atau Konseling Pranikah dalam
Membentuk Keluarga Bahagia”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).



12

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap Peraturan Bupati Rokan

Hulu Provinsi Riau tentang kursus pra nikah.

G. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna baik
secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan
serta memberikan tambahan keilmuan di bidang hukum tentang Peraturan
Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kursus Pra Nikah.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang
bernilai positif bagi masyarakat maupun pemerintah mengenai diadakannya
kursus pra nikah bagi calon pengantin. Selain itu bagi masyarakat terlebih
para pihak yang bersangkutan mengenai manfaat mengikuti kursus pra

nikah.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam

penelitian ini, maka peneliti memberikan penjelasan sebagai berikut:
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1. Hukum Islam adalah hukum-hukum dan tata aturan Allah yang ditetapkan
bagi hamba-Nya.'®

2. Peraturan Bupati Rokan Hulu adalah perarutan yang dibuat oleh Bupati
Rokan Hulu untuk mengadakan kursus pra nikah bagi calon pengantin
dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah di
wilayah Kabupaten Rokan Hulu."’

3. Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman,
keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin/usia nikah

tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. 18

I. Metode Penelitian
Agar tercipta penulisan yang sistematis, maka perlu dijelaskan
tentang metode penelitian sebagai berikut:
1. Objek Penelitian
Objek penelitian dalam skripsi ini ialah Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2016
tentang Kursus Pra Nikah serta penjelasan tentang peraturan tersebut. Di
antara penjelasan yang terkandung ialah pentingnya kursus pra nikah ini,
yakni salah satu upaya dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah

mawaddah wa rahmah. Para peserta yang mengikuti kursus ini akan

' M.S. Wawan Junaedi, Fikih (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008), 2.
' Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 5 Tahun 2016
*® Ibid., 3.
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mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut
akan digunakan sebagai salah satu berkas untuk pendaftaran nikah.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari
sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh lengsung dari
objek penelitian, yakni Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau No. 5
Tahun 2016 Tentang Kursus Pra Nikah. Data ini diperoleh dengan cara
mengunduhnya di internet melalui website resmi pemerintah setempat.
Sementara data pelengkapnya (data sekunder) diperoleh dan dikumpulkan
dari buku-buku, artikel, dan surat kabar yang berkaitan dengan kursus pra
nikah dan juga tentang pernikahan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu
mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan
buku-buku tentang pendapat, teori, atau hukum yang berhubungan dengan
masalah penelitian'’. Peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan
data yang berkaitan dengan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2016. Kemudian
dipelajari dan dianalisis menggunakan hukum Islam.

Teknik Pengolahan Data

19 Margono S, Metode Penelitian Pendidikan Komponen MKDK, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007),

187.
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Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan

sebagai berikut:

a. Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari hasil mempelajari
Peraturan Bupati kemudian menyeleksi data tersebut dari berbagai segi
yang meliputi keselarasan, kesesuaian, keaslian, kejelasan serta
relevansi antara aturan dengan hasil analisisnya secara hukum Islam.

b. Mengatur dan menyusun hasil analisis secara hukum Islam yang
diterapkan dalam mas/ahah mursalah

5. Teknik Analisis Data
Teknis penulisan data ini menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir
deduktif, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum
mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran
tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan
fenomena yang bersangkutan (prediksi)®®. Dalam hal ini data tentang
ketentuan kursus pra nikah dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi

Riau Nomor 5 tahun 2016, Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori

hukum Islam. Dalam hal ini berisi teori tentang maslahah mursalah.

Kemudian diaplikasikan pada variabel yang bersifat khusus yaitu ketentuan

kursus pra nikah dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu provinsi Riau Nomor

5 tahun 2016.

2% Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), 40.
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J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari babarapa
bab. Bab pertama adalah pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan penjelaskan tentang teori Hukum Islam dan
maslahah mursalah. Kemudian bab ketiga merupakan bab yang memuat tentang
penjelasan Peraturan Bupati Rokan Hulu Povinsi Riau No. 5 Tahun 2016
tentang Kursus Pra Nikah.

Bab keempat merupakan kajian analisis atau jawaban atas rumusan
masalah dalam penelitian ini,yakni analisis hukum Islam terhadap peraturan
Bupati No. 5 Tahun 2016 tentang Kursus Pra Nikah. Terakhir bab kelima, yakni
bab penutupyang terdiri dari kesimpulan dan saran sehingga praktek kedepannya

bisa lebih baik lagi.



